Menimbang

Mengingat

GUBERNURLAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur
Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-6176 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada hruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daersh (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah
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Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 315},

29, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Sekretariat DPRD Provinsi {Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 400};

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 401);

31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung nomor 402);

32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai
Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi
Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 344), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 403);

33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINS] LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2016.
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 5.350.902.785.048,00
2. Belanja Daerah Rp. 5.359.402.785.048,00
Surplus/Defisit Rp. (8.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 98.750.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 90.250.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 8.500.000.000,00
SiLPA Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.446.043.677.948,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.821.186.563.100,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 1.083.672.544.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah Rp. 2,199,300.000.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 9.880.079.120,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp. 26.980.638.828,00
Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 209.882.960.00,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 213.904.091.100,00
¢. Dana Alokasi Umum Rp. 1.321.679.032.000,00
d. Dana Alokasi Khusus Rp. 285.603.440.000,00

(4} Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah Rp. 18.683.000.000,00
b. Dana Darurat Rp. 0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 0,00
d. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 1.054.827.544.000,00
e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 10.162.000.000,00

Pasal 3
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.129.958.412.048,00
b. Belanja Langsung Rp. 2.229.444.373.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 833.658.220.000,00
b. Belanja Bunga Rp. 0,00
¢. Belanja Subsidi Rp. 0,00
d. Belanja Hibah Rp. 1.125.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota Dan Rp. 1.100.000.000.000,00
Pemdes
g Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 31.750.000.000,00

Prov/Kab/Kota/Pemdes Serta Parpol
h. Belanja Tidak Terduga Rp. 33.550.192.048,00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja;
a. Belanja Pegawai Rp. 103.174.825.400,00
b. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 1.059.030.949.130,00
¢. Belanja Modal Rp. 1.067.238.598.470,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Rp. 98.750.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 90.250.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 98.750.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daersh Yang Rp. 0,00
Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00
f Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
(3) Pengeluaran scbagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 90.250.000.000,00
Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran 11 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran HI Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VIl  Daftar Piutang Daerah;

Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah,;
10. Lampiran X ~ Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11, Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12 Lampiran XIIT  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Dacrah.

© o N
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Pasal 6
Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd
Ir. ARINAL DJUNAIDI

Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

Pembina Utama Muda
NIP. 196804 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (11 / 2015)
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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR |1 TAHUN 2015

NTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PE SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT|TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UndangiUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Dacrah
mengajukan  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu , membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

. Pasal 18 ayat {6} Undang-ndang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentykan Daecrah Tingkat I Sumatera Selatan
{Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988};

Undang-Undang | Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan |Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun
Negara Republik I
Undang-Undang N
Negara (Lembaran|
Nomor 47, Tambal
Nomor 4286);

Undang-Undang
Perbendaharaan
Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
i donesia Nomor 3851);

omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomeor 1 Tahun 2004 tentang
Negara (Lembaran Negara 'Republik
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang N
Pengelolaan  dan
(Lembaran Negara

pmor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Tanggungjawab  Keuangan  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesi

h Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Ke
Pemerintahan Dae
Tahun 2004 N

Republik Indonesi
Undang-Undang

angan antara Pemerintah Pusat dan
ah (Lembaran Negara Republik Indeonesia
or 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

omor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun P009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang |Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik | Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); '

Undang-Undang |[Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 ten Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);




e TR s L L .

e kgl .
Ttk Sy ok ) i i

e dmen

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Pengelolaun Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan|Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daecrah
Tahun 2005 No

(Lembaran Negara Republik Indonesia
mor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerin
Perimbangan (Lein
2005 Nomor 137,

tah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
baran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4/575);

Peraturan Pemerin
Informasi Keuang:
Indonesia Tahun
Negara Republik In

tah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Sistem
hn Daerah {Lembaran Negara Republik
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
donesia Nomor 4576);

Peraturan Pemeriptah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuarjgan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun
Negara Republik In

Peraturan Pemeri
Pedoman Penyusu
Minimal (Lembarar
Nomor 150, Tambal
Nomor 4585);

Peraturan Pemerin
Pedoman Pembina
Pemerintahan Daer

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
onesia Nomor 4578);

tah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
han dan Penerapan Standar Pelayanan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
han Lembaran Negara Republik Indonesia

itah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang
an dan Pengawasan Penyelenggaraan

Tahun 2005 No

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia
or 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia [Nomor 4593);

Peraturan Pemerirjtah Nomeor
Pelaporan Keuang

(Lembaran Negara

8 Tahun 2006 tientang
dan Kinerja Instansi Pemerintah
epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Pemerin
Penyelenggaraan Pe
Laporan Keteranga
Kepada Dewan Per
Laporan Penyeleng

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
merintahan Daerah Kepada Pemerintah,
n Pertanggungjawaban Kepala Daerah
wakilan Rakyat Daerah dan Informasi
varaan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lcmbjr&n Negara Republik Indonesia Tahun
[

2007 Nomor 19,

ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);
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Peraturan Pemerjintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akunt
Republik Indones|
Lembaran Negara

Peraturan Pemeri
Daerah (Lembar
Nomor 5, Tamb
Nomor 5272);

. Peraturan Presiden Nomor

Pengadaan Baran
diubah beberapa
Nomor 70 Tahu
Peraturan Presi
Pengadaan Baran

Peraturan Mente
tentang  Pedom

si Pemerintahan (Lembaran Negara
a Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
epublik Indonesia Nomor 5165);

tah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Negara Republik Indonesia Tahun 2012
an Lembaran Negara Republik Indonesia

24 Tahun 2010 tentang
dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah
kali terakhir dengan Peraturan Presiden

2011 tentang Perubahan Kedua Atas

n Nomor 354 Tahun 2010 tentang

dan Jasa;

Dalam Negeri Nomaqr 13 Tahun 2006
Pengelolaan  Keuangan  Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri

Peraturan Daerah

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007

tentang Pokok-Pgkok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuapgan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Lampung Tahun
Daerah Provinsi La

Peraturan Daerah
tentang Anggaran
Lampung Tahun A
Lampung Tahun
Daerah Provinsi

Peraturan Daerah
tentang Rencana
(RPJMD) Provinsi

2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
mpung Nomor 315);

Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
nggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
mpung Nomor 399);

Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran

Daerah Provinsi Lgmpung Tahun 2014 Nomeor 6, Tambahan

Lembaran Daerah

Provinsi Lampung Nomor 4041);

Dengan Perse

GUBERNU

MEMU

Pa,

Pertanggungjawab

keuangan memuat:
Laporan realisasi anggaran;

Neraca;

ujuan Bersama
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

LAMPUNG
USKAN:

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
N PENDAPATAN DAN BELANJA
UNG TAHUN ANGGARAN 2014.

1

n pelaksanaan APBD berupa laporan

Laporan arus-kas; dan
Catatan atas la}oran keuangan,
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar ITporan keuangan Badan Usaha Milik

Laporan reai sasi anggaran sebagaimar
Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 4.526.532.292.008,86

b. Belanja dan Transfer Rp. 4.454.187.317.371.15
Surplus Rp. 72.344.974.637,71

¢. Pembhayaan
Penerimaan Rp. 41.141.205.075,72
Pengeluaran Rp. 1.930.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 111.556.179.713,43

Pagal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 50.258.758.784,27)

Daerah/Perusahaan Daerah.
PE}S&I 2

dengan rincian sebagai berikut:

1a dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a

a. Anggaran pendapatan Rp. 4.576.791.050.793,13
b. Realisasi Rp. 4.526.532.292.008.86
Selisih kurang Rp. 50.258.758.784,27
. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.161.790.242.754,70dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja’ Rp. 4.615.977.560.125,85
b. Realisasi Rp. 4.454.187.317.371,15

Selisih lebih Rp.

111.531.483.970,43 dengan rincian sebagai berikut:

161,790.242.754,70

. Selisth delisit  anggaran  dengan realisasi  surplus  sejumlah Rp.

(39.186.509.332,72)
72.344.974.637.71

a. Anggaran deflisit Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih Rp.

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
Rp. 41.141.205.075,72 dengan rincian sebagai berikut:

111.531.483.970,43

pembiayaan sejumlah

0,00
41.141,205,075,72

_a. Anggaran penerimaan pembiayaan I Rp.
b. Realisasi ‘: Rp.
Selisih lebih i Rp.

. Selisth anggaran dengan realisasi pengeluaran

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikul:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp.

b. Realisasi j Rp.
Selisih lebih/kurang ' Rp.

41.141.205.075,72
pembiayaan sejumlah

1.930.000.000,00
.930.00
0,00
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" Lampiran 1.l

6. Selisih anggaran

dengan redlisasi

Rp. 41.141.205.075,72 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto
b. Realisasi
Selisih lebih /kurang

e G,

pembiayaan neto sejumlah
Rp. (1.930.000.000,00)
Rp. 369.211.205.072.72
Rp. 41.141.205.075,72

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Ph
Tahun 2014 sebagai berikut;

a. Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
¢. Jumiah Ekuitas Dana

sal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember

Rp.  6.109.073.617.493,28
Rp. 578.268.132.113,09
Rp.  5.530.805.485.380,19

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk

tahun berakhir sampai dengan 21 Desemb

Saldo kas awal per 1 Januari 2014
Koreksi Kas

Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi
Asset non-keuangan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Arus kas dari aktivitas non- anggaran |
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2014

Ao op

=0

er Tahun 2014 sebagal berikut:

Rp. 41.116.509.332,72
Rp. (49.384.272,00)
Rp. 821.010.318.627,83
Rp.  (919.970.527.239,92))
Rp. (1.930.000.000,00)
Rp. 2.751.972.551,00
Rp. 114.234.072.249,43

Pasaf.l 6

Catatan atas laporan keuangan sebagai:
huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat i
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
nformasi baik secara kuantitatif maupun

Pas

17

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang

terdiri dari:
a. Lampiran I

: Ringkasan laporan

Lampiran 1.2 : Rincian laporan

: Laporan realisasi anggaran;

realisasi anggaran menurut  urusan

pemerintah daerah dan organisasi;

feahsam anggaran menurut urusan

pemerintahan dacrah organisasi, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;
Lampiran 1.3

: Rekapitulasi real1saé1 anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan,

Lampiran 1.4
urusan keselarasan
daerah dan fungsi
rnegara;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

dan keterpaduan urusan pemerintahan
Ldalam rangka pengelolaan keuangan
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Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawailpergolongan dan petjabatan;

Lampiran 1.6 : Daftar piutang daerah;,

Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penanﬂbahan dan pengurangan aset tetap daerah TA.
2014,

Lampiran 1.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya T.A. 2014

Lampiran 1.10 : Kegiatan-kegiatan y belum diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya T.A. 2014;

Lampiran 1.11 : Daftar Dana Cadangan|T.A. 2014,

Lampiran 1.12 : Daftar Pmjaman Daerah T.A. 2014;

b. Lampiran II : Neraca
Lampiran Ill  : Laporan arus kas -
Lampiran IV : Catatan atas laporan kquangan

Pagal 8
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

oo

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daer’r:h Provinsi Lampung.

| Ditetapkan di Telukbetung
i pada tanggal 24 - 08 - 2015

GUBERNUR LAMPUKNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 — 08 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, Salinen sesud dengan aslinya
ttd
Ir. ARINAL DJUNAIDI

Pembina Utama Pembina Utama Muda
NIP. 19560617 198503 1 005 NIP. 196804 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (1 / 2015)




